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TINJAUAN PUSTAKA
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Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai dasar empiris dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Melalui analisis terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui perkembangan kajian yang relevan, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), serta memperkuat posisi penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam menyusun kerangka pemikiran dan menentukan fokus penelitian.
1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Rantau Septiani (2022) berjudul “Implementasi Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aplikasi Prodeskel, hambatan yang dihadapi, serta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Prodeskel sudah berjalan dengan baik, meskipun belum optimal pada beberapa indikator. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, aspek komunikasi telah berjalan dengan baik, sedangkan sumber daya terutama pada indikator staf dan fasilitas masih belum terpenuhi secara maksimal. Disposisi pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik, dan struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada. Adapun hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain keterbatasan jumlah operator serta sarana dan prasarana yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya seperti penambahan operator, pembentukan tim khusus, serta optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur terkait. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas implementasi aplikasi Prodeskel dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta analisis teori implementasi kebijakan Edward III. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian. Penelitian Anggi Rantau Septiani dilakukan pada tingkat DPMD Provinsi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tingkat desa, yaitu di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarizhi dan Yayan Nuryanto (2024) berjudul “Evaluasi Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan sistem informasi Prodeskel dalam mendukung perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur, serta melibatkan delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi dan bahan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi Prodeskel dalam pengumpulan data desa masih memiliki beberapa kekurangan berdasarkan indikator evaluasi menurut Dunn. Meskipun demikian, pemerintah Desa Gunungmanik mampu melakukan evaluasi dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Prodeskel. Evaluasi tersebut menghasilkan solusi konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi Prodeskel dalam mendukung perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas pemanfaatan aplikasi Prodeskel dalam pemerintahan desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi penggunaan Prodeskel dalam perencanaan pembangunan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada implementasi aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik, Sri Hartati, Tri Susilowati, dan Dian Puspita (2025) berjudul “Pelatihan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Berbasis Aplikasi Prodeskel pada Desa Kubu Perahu, Lampung Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun dan memanfaatkan data profil desa melalui aplikasi Prodeskel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipatif melalui kegiatan pelatihan, diskusi kelompok, serta simulasi langsung penggunaan aplikasi Prodeskel. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan penggunaan aplikasi Prodeskel memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. Sebanyak 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan, dengan rata-rata peningkatan nilai sebesar 30% setelah pelatihan. Selain itu, aparatur desa juga mampu menyusun draft awal data profil desa secara digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemanfaatan aplikasi Prodeskel. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas penggunaan aplikasi Prodeskel dalam pemerintahan desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan penggunaan aplikasi Prodeskel, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada implementasi aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tania Lorenza (2022) berjudul “Pelaksanaan Program Administrasi Kelurahan terhadap Penyusunan Data Profil Kelurahan di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program administrasi kelurahan dalam penyusunan data profil kelurahan serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program administrasi kelurahan telah berjalan berdasarkan empat indikator utama, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Pada tahap perencanaan, kegiatan telah dirancang melalui penyusunan rencana monitoring dan evaluasi. Pada tahap pengorganisasian, telah dibentuk tim pelaksana yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahap pelaksanaan, seluruh tim menunjukkan koordinasi yang baik melalui pemberian motivasi antar anggota. Sedangkan pada tahap pengawasan, dilakukan monitoring secara berkala setiap tahun. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam penyusunan data profil kelurahan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas pengelolaan data profil desa/kelurahan dalam pemerintahan berbasis administrasi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program administrasi dalam penyusunan data profil kelurahan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada implementasi aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Winia Waziana, Dita Novita Sari, Ida Ayu Putu Anggie, Ricco Herdiyan Saputra, Danang Kusnadi, dan Eko Hendrawan (2022) berjudul “Pendampingan Penginputan Data Keluarga ke dalam Aplikasi Prodeskel Pekon Sumber Rejo Kabupaten Pringsewu”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu aparatur desa dalam melakukan penginputan data kependudukan ke dalam aplikasi Prodeskel guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pelatihan atau pendampingan yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap aparatur desa. Aparatur desa menunjukkan antusiasme yang tinggi selama proses pelatihan, serta mampu memahami proses penginputan data ke dalam aplikasi Prodeskel. Pendampingan ini terbukti membantu meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan terstruktur. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas penggunaan aplikasi Prodeskel dalam mendukung pelayanan administrasi di tingkat desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kegiatan pendampingan dan pelatihan penginputan data Prodeskel, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada implementasi aplikasi Prodeskel dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
[bookmark: _Toc227839696]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama / Tahun
	Tujuan
	Hasil
	Perbedaan

	1
	Anggi Rantau Septiani (2022), Implementasi Aplikasi Prodeskel pada DPMD Provinsi Kalimantan Barat
	Mengetahui implementasi, hambatan, dan solusi aplikasi Prodeskel
	Implementasi sudah berjalan baik, komunikasi dan disposisi baik, namun sumber daya dan fasilitas belum optimal. Hambatan pada SDM dan sarana prasarana
	Persamaannya sama-sama membahas Prodeskel dan implementasi kebijakan. Perbedaannya penelitian ini dilakukan di tingkat provinsi, sedangkan penelitian penulis di tingkat desa dan fokus pada pelayanan publik

	2
	Salman Alfarizhi & Yayan Nuryanto (2024), Evaluasi Sistem Informasi Prodeskel terhadap Perencanaan Pembangunan Desa
	Mengevaluasi penggunaan Prodeskel dalam perencanaan pembangunan desa
	Prodeskel belum optimal, masih ada kekurangan dalam indikator evaluasi, namun dapat diperbaiki melalui evaluasi faktor pendukung dan penghambat
	Persamaannya sama-sama membahas Prodeskel. Perbedaannya penelitian ini fokus pada evaluasi dan perencanaan pembangunan, sedangkan penelitian penulis fokus pada pelayanan publik

	3
	Taufik, dkk (2025), Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa Berbasis Prodeskel
	Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penggunaan Prodeskel
	Terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan sebesar 85%, aparatur mampu mengelola data secara digital
	Persamaannya sama-sama membahas Prodeskel. Perbedaannya penelitian ini fokus pada pelatihan SDM, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi dalam pelayanan publik

	4
	Tania Lorenza (2022), Pelaksanaan Program Administrasi Kelurahan terhadap Data Profil Kelurahan
	Mengetahui pelaksanaan program administrasi dalam penyusunan data profil kelurahan
	Pelaksanaan berjalan sesuai fungsi manajemen, namun terkendala SDM dan sarana prasarana
	Persamaannya sama-sama membahas pengelolaan data profil desa/kelurahan. Perbedaannya tidak menggunakan Prodeskel secara langsung dan tidak fokus pada pelayanan publik

	5
	Winia Waziana, dkk (2022), Pendampingan Penginputan Data Prodeskel Pekon Sumber Rejo
	Membantu aparatur desa dalam penginputan data Prodeskel
	Pendampingan berjalan baik, meningkatkan kemampuan aparatur, serta membantu pelayanan administrasi lebih efektif
	Persamaannya sama-sama membahas Prodeskel. Perbedaannya penelitian ini fokus pada pendampingan/pelatihan, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi dan dampaknya terhadap pelayanan publik
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1) Pengertian Implementasi
Implementasi merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam bentuk tindakan nyata. Kebijakan yang telah disusun dengan baik tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif. Oleh sebab itu, implementasi sering dipandang sebagai tahap penentu keberhasilan suatu kebijakan, karena hasil akhir dari kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan.
Menurut Budi Winarno (2012), implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, maupun kebijakan lembaga lainnya yang bertujuan menyelesaikan masalah publik. Implementasi bukan hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga mencakup bagaimana aparatur memahami tujuan kebijakan, menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lapangan, serta memastikan kebijakan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sementara itu, Eko Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai unsur seperti aktor pelaksana, sumber daya, koordinasi antar lembaga, kepentingan politik, serta kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan pekerjaan sederhana, melainkan proses yang membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.
Dalam pelaksanaannya, implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti komunikasi antar pelaksana, ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dukungan masyarakat, sarana prasarana, dan pengawasan. Jika salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan.
Rahman dan Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan komitmen pelaksana kebijakan. Sementara itu, Nugroho (2020) menambahkan bahwa implementasi kebijakan pada era modern harus didukung teknologi informasi agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Dengan demikian, implementasi dapat disimpulkan sebagai proses penerapan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Salah satu teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan dan menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dijalankan.
Variabel pertama adalah komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana isi kebijakan disampaikan kepada para pelaksana maupun masyarakat sasaran. Informasi mengenai kebijakan harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan salah tafsir. Jika komunikasi tidak berjalan baik, maka pelaksana kebijakan akan mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya.
Variabel kedua adalah sumber daya. Sumber daya mencakup tenaga kerja, kemampuan aparatur, dana, sarana prasarana, waktu, serta dukungan teknologi. Kebijakan yang baik tidak akan berhasil jika tidak didukung sumber daya yang memadai. Misalnya, penerapan sistem digital di desa membutuhkan komputer, jaringan internet, listrik yang stabil, serta operator yang memahami sistem.
Variabel ketiga adalah disposisi. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Aparatur yang memiliki sikap positif terhadap kebijakan akan menjalankan tugas dengan baik, sedangkan aparatur yang tidak mendukung kebijakan cenderung menghambat proses implementasi.
Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, prosedur kerja, serta koordinasi antarinstansi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur yang jelas dan sederhana akan mempermudah implementasi.
Penelitian Rahman dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa model Edward III masih relevan digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, teori ini sangat tepat digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian mengenai implementasi program atau aplikasi pemerintahan.
3) Program
Program merupakan bentuk operasional dari kebijakan publik yang diwujudkan dalam serangkaian kegiatan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Jika kebijakan merupakan keputusan atau aturan yang bersifat umum, maka program adalah langkah konkret yang dilakukan agar kebijakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Sondang P. Siagian (2011), program adalah rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Program biasanya memiliki sasaran yang jelas, pelaksana, jadwal kegiatan, anggaran, dan indikator keberhasilan.
Dalam konteks pemerintahan, program dapat berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pelatihan aparatur, maupun digitalisasi administrasi pemerintahan. Program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.
Keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, ketersediaan anggaran, kualitas pelaksana, serta partisipasi masyarakat. Program yang dirancang dengan baik tetapi tidak didukung pelaksanaan yang maksimal akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.
Arifin dan Prasetyo (2021) menyatakan bahwa program berbasis teknologi informasi di desa mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik karena mempermudah pengelolaan data dan mempercepat proses administrasi. Putra dan Widodo (2022) juga menjelaskan bahwa program digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, program merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik karena menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah secara nyata.
4) Aplikasi
Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam era digital saat ini, aplikasi menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Penggunaan aplikasi bertujuan mempermudah pekerjaan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Richardus Eko Indrajit (2016), aplikasi pemerintahan merupakan bagian dari sistem e-government yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya aplikasi, proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diubah menjadi sistem elektronik yang lebih cepat dan akurat.
Dalam pemerintahan desa maupun daerah, aplikasi digunakan untuk pengelolaan data penduduk, surat-menyurat, perencanaan pembangunan, pelaporan keuangan, serta pelayanan administrasi masyarakat. Penggunaan aplikasi juga dapat mengurangi kesalahan pencatatan data dan meningkatkan keamanan informasi.
Sari dan Nugroho (2020) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi dalam pelayanan publik mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi pemerintahan. Selain itu, Fitriani dan Ma’ruf (2020) menyatakan bahwa aplikasi digital meningkatkan kepuasan masyarakat karena layanan menjadi lebih mudah diakses dan waktu pelayanan lebih singkat.
5) Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)
Prodeskel atau Profil Desa dan Kelurahan adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data desa dan kelurahan secara terintegrasi. Sistem ini berisi informasi mengenai kondisi wilayah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, potensi ekonomi, sarana prasarana, kondisi sosial budaya, serta perkembangan desa.
Prodeskel dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa berbasis data. Dengan adanya sistem ini, pemerintah desa dapat memiliki data yang akurat dan terbarukan sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun perencanaan pembangunan.
Melalui Prodeskel, aparatur desa dapat lebih mudah melakukan pendataan masyarakat, memperbarui informasi wilayah, menyusun laporan kepada pemerintah daerah, serta menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi karena data desa dapat diakses dan dipantau secara lebih tertib.
Menurut Arifin dan Prasetyo (2021), sistem informasi desa seperti Prodeskel mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik karena data tersusun lebih sistematis dan mudah digunakan. Putra dan Widodo (2022) juga menjelaskan bahwa integrasi data antar bidang melalui sistem informasi desa membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.
6) Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administrasi. Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah karena pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat.
Menurut Lijan Poltak Sinambela (2014), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan memuaskan. Pelayanan yang baik harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang jelas, waktu yang cepat, dan perlakuan yang adil.
Kualitas pelayanan publik sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila pelayanan lambat, rumit, dan tidak transparan, maka masyarakat akan merasa dirugikan. Sebaliknya, pelayanan yang cepat dan profesional akan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Pada era digital, pelayanan publik mengalami perubahan signifikan melalui penggunaan teknologi informasi. Layanan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat diakses secara online melalui aplikasi atau website pemerintah. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Fitriani dan Ma’ruf (2020) menyatakan bahwa pelayanan publik berbasis digital mampu meningkatkan kepuasan masyarakat karena lebih mudah diakses dan cepat. Dwiyanto (2021) juga menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh profesionalisme aparatur dan kemampuan memanfaatkan teknologi.
7) Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan keputusan, tindakan, atau langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik dibuat untuk mengatur kehidupan bersama, menciptakan ketertiban, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk bertindak maupun tidak bertindak sama-sama merupakan bentuk kebijakan publik.
Kebijakan publik dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, maupun program pembangunan. Dalam prosesnya, kebijakan publik biasanya melalui tahapan perumusan masalah, penyusunan agenda, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi.
Tujuan utama kebijakan publik adalah memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga negara, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, data yang akurat, serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.
Nugroho (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik di era digital harus mampu menyesuaikan perkembangan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan kepentingan masyarakat melalui tindakan yang terencana dan bertanggung jawab.
8) Administrasi Publik
Administrasi publik merupakan ilmu dan proses yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat. Administrasi publik mencakup seluruh aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, administrasi publik menjadi alat utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Nicholas Henry (2013), administrasi publik adalah kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan mendorong pemerintah agar mampu memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Administrasi publik tidak hanya membahas tata usaha pemerintahan, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan menyelesaikan masalah publik. Sementara itu, Dwight Waldo menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan organisasi dan manajemen manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan pemerintahan.
Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui administrasi publik, kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan melalui program dan kegiatan nyata. Selain itu, administrasi publik juga memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkembangannya, administrasi publik tidak lagi hanya berfokus pada birokrasi tradisional, tetapi juga menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern. Konsep good governance menekankan bahwa administrasi publik harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Artinya, pemerintah tidak hanya bekerja secara internal, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam proses pembangunan.
Pada era digital, administrasi publik mengalami perubahan melalui penerapan electronic government (e-government). Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi antar lembaga, serta mengurangi praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Contohnya adalah penggunaan aplikasi pelayanan masyarakat, sistem informasi desa, layanan administrasi online, dan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital.
Menurut Dwiyanto (2021), keberhasilan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparatur, kualitas pelayanan, dan kemampuan birokrasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sementara itu, Nugroho (2020) menyatakan bahwa administrasi publik modern harus berorientasi pada hasil, inovasi, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
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